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Judul Pengabdian Kepada Masayarakat: Pelatihan Perpajakan pada UMKM Kalikepiting 

Sejahtera Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya 

1. Tim Pelaksana 

No Nama Jabatan Bidang Keahlian 

1 Lailatul Amanah, SE., M.S.i., Ak., 

CA 

Ketua Contoh Pembukuan dan 

Perhitungan Pajak UKM 

2 Nur Handayani, SE., M.S.i., Ak., 

CA 

Anggota 1 Pembayaran Pajak secara Online 

UMKM 

3 Susanti, S.E., M.Si Anggota 2 Pelaporan SPT Tahunan Badan 

UMKM 

4 Muftiyatul Azizah, S.Si., M.Mat. Anggota 3 Pembayaran Pajak secara Online 

UMKM 

5 Avina Adela Putri D       Anggota 4 Membantu kegiatan survei 

sampai monev 

6 Shalsa Billa Djefita          Anggota 5 Membantu kegiatan survei 

sampai monev 

 

2. Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat: ibu - ibu pelaku UMKM Kalikepiting Sejahtera 

Kecamatan Tambak Sari 

3. Waktu Pelaksanaan: Juni – Agustus 2023 

4. Usulan Biaya: Rp 5.000.000 

5. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat: Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari 

Kota Surabaya 

6. Mitra yang Terlibat (kontribusi mitra):  

Mitra dalam kegaiatan ini adalah ibu - ibu pelaku UMKM makanan dan minuman serta 

handycraft di Kelurahan Pacar Keling. Pada kegiatan ini ibu - ibu berkontribusi membuat 

produk makanan dan minuman serta handycraft yang dijual ke masyarakat 

7. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan:  

Permasalahan dalam bidang kewajiban pajak. Ibu - ibu belum memahami adanya 

kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak bagi UMKM.  Selain itu juga memberikan 

pencerahan berkaitan dengan adanya modernisasi dalam tata cara pembayaran pajak. 

Solusi atas permasalahan ini adalah memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai 

pamahaman tentang kewajiban mendaftar sebagai pajak bagi UMKM, kemudian 

memberikan pelatihan cara menghitung pajak (PPh badan), cara pengisian e-SPT dan cara 

pembayaran pajak dengan e-billing. 

8. Kontribusi mendasar pada mitra (diuraikan secara singkat): 

Pada kegiatan ini kontribusi yang diberikan pada mitra adalah ibu - ibu memiliki 

pemahaman akan kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak bagi 
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UMKM. Kontribusi lain yang diberikan adalah ibu – ibu memiliki kemampuan untuk 

menghitung pajak yang harus dibayar, dapat mengisi e-SPT, dapat melakukan pelaporan 

dan pembayaran pajak melalui e-billing. 

9. Rencana luaran yang ditargetkan: 

Rencana luaran yang diargetkan adalah hasil dari kegiatan ini dipublikasikan dalam jurnal 

nasional dan dipaparkan dalam simposium kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
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Ringkasan  

 

Peran UKM sangatlah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan bagi para pelakunya. Ibu-

ibu sebagai pelaku UKM sangatlah membantu peningkatan dan perekonomian keluarga. Selain 

dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga, UKM juga salah satu solusi 

untuk mengurangi jumlah pengangguran. Pendapatan yang diterima oleh UKM pada kisaran 

tertentu akan dikenakan pajak oleh Pemerintah. Besaran pajak yang dikenakan pada UMKM 

tergantung pada besaran peredaran (Penjualan) bruto yang dihasilkan. Pajak yang dikenakan 

pada UMKM bisa berupa PPh 21 jika UMKM memperkerjakan karyawan sesuai ketentuan 

perpajakan dan PPh badan, yaitu merupakan pajak yang dipungut dari penghasilan yang 

diterima oleh UMKM. 

Keterbatasan sumber daya manusia UKM berdampak pada kondisi banyaknya UMKM yang 

belum memahami aturan dan tatacara pembayaran pajak modern dengan tata cara pembayaran 

pajak secara on-line. Berdasarakan pada permasalahan tersebut, maka perlu diberikan 

pemahaman kepada UKM terkait dalam kewajiban mendaftar, melaporkan dan membayar 

pajak. Bagaimana mengurus NPWP UKM, bagaimana menghitung, melaporkan, menyetor, 

dan membayar pajak dengan adanya pelayanan elektronik. Oleh karena itu dengan adanya 

pelatihan ini diharapkan UKM memahami kewajibannya untuk mendaftar sebagai wajib pajak 

UKM, melaporkan dan membayar pajak, serta mampu menghitung besarnya pajak yang harus 

dibayar, mampu mengisi SPT secara online dan mampu membayar pajak secara online.  

Para pelaku UMKM Kali kepiting sebagian besar belum mempunya NPWP untuk usahanya. 

Dari 13 UMKM hanya 3 UMKM yang memiliki NPWP atas nama UMKM, 3 belum memiliki 

NPWP dan 7 UMKM masih menggunakan NPWP nama pribadi dan suami. Selanjutnya, 

pelatihan yang masih dibutuhkan para UMKM antara lain pelatihan komputer, pelatihan foto 

produk dan pelatihan video profile UMKM. Para UMKM juga mengusulkan adanya bazar 

sehingga dapat berpartisipasi di bazar tersebut untuk mengembangkan usahanya. 

Kata kunci: perhitungan pajak, e-SPT, e-billing
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

UMKM adalah suatu usaha yang dijalankan atau dimiliki baik itu perorangan maupun badan usaha 

dengan skala mikro. Perkembangan UMKM di Indonesia tentunya memiliki pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap perekonomian Indonesia (Maretaniandini et al., 2023). Sasongko (2020) 

menyatakan bahwa UMKM memiliki daya serap tenaga kerja dujia usaha sebesar 97% pada tahun 2018. 

Oleh karena itu penting bagi negara untuk mempertahankan dan mendukung sektor UMKM untuk 

berperan sebagai bagain penting dalam ekonomi bangsa sebagai penyokong penerimaan negara. UKM 

merupakan salah satu sektor usaha yang sangat penting bagi negara yang memberikan 

sokongan besar untuk negara. UKM berperan dalam  pemerataan tingkat perekonomian, 

sebagai sarana pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan juga sarana 

pemasukan devisa negara (Wijaya et al., 2023). 

UMKM dapat menghasilkan pendapatan. Jumlah pendapatan yang diperoleh dalam 

kegiatan operasionalnya pada tingkatan tertentu akan dikenai pajak oleh pemerintah. 

Pengenaan pajak UKM berdasarkan pada peraturan pemerintah yang berlaku. Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) baru saja mengesahkan pelonggaran dan pembebasan kewajiban Pajak 

Penghasilan (PPh) bagi pekerja dan UMKM. 

Peraturan mengenai pelonggaran dan pembebasan pajak bagi pekerja dan UMKM ini 

tertuang dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan 

diturunkan pada Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di 

Bidang Pajak Penghasilan. Dari aturan tersebut, pekerja yang gajinya di bawah Rp4,5 juta per 

bulan tidak dikenakan pajak dikarenakan berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). Adapun, PTKP yang berlaku saat ini masih tetap Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta 

per tahun. 

Sebelum aturan ini disahkan, semua pelaku UMKM individu dikenakan pajak karena tidak 

ada pengaturan batasan omzet yang dikenakan pajak. Misalnya, penghasilan UMKM hanya 

Rp50 juta per tahun, tetap dikenakan PPh final 0,5%. Namun dengan adanya aturan terbaru 

yakni UU tentang Harmonisasi peraturan perpajakan yang baru saja disahkan, para UKM 

individu hanya perlu membayar pajak jika omzet pertahun diatas Rp500 juta (Marisca, 2023). 

Kepatuhan pajak para pelaku UMKM dapat mempengaruhi kelancaran berbisnis karena 

pada saat UMKM akan mengajukan pendanaan modal untuk mengembangkan usahanya maka 

salah satu syaratnya harus mempunyai NPWP. Saat ini sering terjadi dilema diantara para 



2 
 

pelaku UMKM terkait pajak yang dikenakan atas usaha yang dimilikinya. Mereka tidak semua 

mengerti bagaimana proses pengenaan pajak atas usahanya sehingga banyak diantara mereka 

yang memilih diam dan tidak memproses pelaporan pajak atas  usaha yang dimilikinya. Hal ini 

tentu bisa menjadi permasalahan yang mengglobal jika terus dibiarkan sehingga perlu segera 

dicarikan solusi agar para pelaku UMKM bisa dipermudah dalam menyampaikan SPT atau 

pelaporan pajaknya 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan modernisasi dalam berbagai hal, mulai dari 

self asesment yang berlaku mulai tahun 2015, dan yang terbaru adalah modernisasi dalam tata 

cara perpajakan, mulai dari memasukkan SPT, pelaporan pajak sampai pembayaran pajak harus 

dilakukan secara online, yang kita kenal dengan e-SPT, e-billing, dengan demikian semua 

wajib pajak wajib sudah harus melakukan kewajiban perpajakannya secara online melalui e-

SPT dan e-billing. Menjalankan kewajiban perpajakan menjadi bukti badan usaha atau pelaku 

UMKM merupakan wajib pajak yang taat sehingga dapat memperlancar proses bisnis yang 

sedang dijalankan. 

Paguyuban UKM Kali Kepiting Sejahtera adalah pelaku UKM yang bergerak di bidang 

makanan minuman dan kerajinan/handycraft. UKM-UKM tersebut aktif dan selalu berusaha 

untuk meningkatkan kualitas baik produksi, pemasaran dan juga pembukuan transaksi 

keuangan. Beberapa UMKM ini bahkan telah mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota 

Surabaya dan juga diundang untuk mengikuti pameran produksi ke berbagai wilayah.  

 

1.2 Permasalahan Mitra 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang berdampak pada tatacara perpajakan tidak 

terkecuali dengan tatacara perpajakan untuk UKM.Terkait dengan kewajiban pajak UKM 

namun sumber daya manusia yang ada pada UKM terbatas sehingga masih banyak UKM yang 

belum memahami tentang aturan perpajakan dan modernisasi tata cara pembayaran pajak. Oleh 

karena itu tim pengabdian kami tertarik untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku 

UKM terkait bagaimana mendaftar sebagai wajib pajak dengan mengurus NPWP, menghitung, 

melaporkan dan menyetor serta membayar pajak yang semuanya harus dilakukam secara 

online. 
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BAB 2 

 SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

2.1 Solusi 

a. Memberikan pemahaman tentang kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak UKM 

b. Memberikan pelatihan cara perhitungan pajak (PPh badan/UKM) 

c. Memberikan pelatihan cara pengisian e-SPT 

d. Memberikan pelatihan cara melaporkan dan membayar pajak melalui e-billing 

 

2.2 Target  

a. Memberikan pemahaman kepada UKM dalam menjalankan kewajibannya sebagai 

wajib pajak untuk membayar pajak 

b. Mampu menghitung pajak yang harus dibayar (PPh badan) 

c. Mampu mengisi SPT secara elektronik 

d. Mampu melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya secara elektronik 

 

2.3 Luaran 

a. Publikasi jurnal 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan, 

yaitu: 

1 Melakukan Identifikasi masalah yang dihadapi oleh UKM terkait perpajakan 

Pada tahapan ini dimulai dari pembentukan WA Grup, melalui grup ini dan pada saat 

pelaksanaan pelatihan dilakukan tanya jawab. Fokus diskusi dan Tanya jawab sekitar 

pemahaman para pelaku UKM yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan mulai 

pemahaman tentang pajak, NPWP UKM (Nomor Pokok Wajib Pajak-UKM) mengisi SPT, 

melaporkan, dan membayar melalui e-billing.  

2.  Memberikan pemahaman: cara menghitung pajak (PPh badan) UMKM, mengisi e-SPT, dan 

membayar pajak melalui e-billing. Pemberikan materi terkait perpajakan melalui luring 

yang bertempat di kampus STIESIA Surabaya. Pemberian materi ini tentang kewajiban 

perpajakan bagi UKM.  

3 Mendampingi UKM dalam penghitungan pajak 

Dalam kegiatan ini para UKM didampingi untuk menghitung pajak (PPh badan/UKM) 

4.   Melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan dan mengelompokkan para 

pelaku UMKM berdasarkan permasalahan perpajakan yang dihadapi. 

5.   Memberikan saran dan solusi terkait dengan permasalahan (kendala dan hambatan) yang 

dihadapi oleh para pelaku UMKM. 
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BAB  4 

BIAYA  DAN JADWAL KEGIATAN 

 

 

4.1 Anggaran Biaya 

Tabel 4.1 

Anggaran Kegaitan 

 

A Honorarium           

  1. Hr. Dosen 4 orang @  Rp  300.000  =  Rp    1.200.000  

  
2. Hr. Mahasiswa  

pendamping 
2 orang @  Rp  100.000  =  Rp      200.000  

  4. Hr. Ketua Kelompok 1 orang @  Rp  100.000  =  Rp      100.000  

  5. Hr. Koodinator Mitra 1 orang @  Rp  150.000  =  Rp     150.000  

B Transpot           

  1.   Dosen pendamping 4 orang @  Rp  100.000  =  Rp     400.000  

  2.   Mahasiswa Pendamping 2 orang @  Rp    50.000  =  Rp    100.000  

  3.   Peserta Kegiatan 
13 

orang 
@  Rp    50.000  =  Rp    650.000  

  4.   Koordinator Mitra 1 orang @  Rp  100.000  =  Rp    100.000  

  
5.   Transport menghubungi 

koordinator 
2 orang @  Rp  100.000  =  Rp    200.000  

C Konsumsi  (Nasi + Snack)           

  1.   Dosen  4 Orang @  Rp    45.000  =  Rp    180.000  

  2.   Mahasiswa  2 Orang @  Rp   45.000  =  Rp    90.000  

  3. UMKM+PU 
14 

Orang 
@  Rp   45.000  =  Rp    630.000  

C 
Pelaporan (cetak, jilid dan 

fotocpy 
1 paket @  Rp  250.000     Rp   250.000  

E Biaya Lain-lain           

  Inc. PU 1 Orang @   Rp   50.000  = 
         Rp   

50.000  

  2. Spanduk 1 paket @  Rp  300.000     Rp  300.000  

    JUMLAH  Rp    4.600.000  
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4.2 Jadwal Kegiatan 

Tabel 4.2 

Rencana Kegiatan 

 

Jenis Kegiatan Waktu kegiatan 

April Mei Juni 

Persiapan : 

• Survey lokasi 

√   

• Pemetaan permasalahan  √  

Penyusunan Proposal  √  

Pelatihan:    

• Pelatihan perhitungan pajak   √ 

• Pelatihan pengisian e-SPT   √ 

• Pelatihan pembayaran pajak 

melalui e-billing 

  √ 

Pendampingan:    

• Perhitungan pajak   √ 

• Pengisian e-SPT   √ 

Monitoring dan Evaluasi   √ 

Penyusunan Laporan Kegiatan   √ 

Publikasi hasil kegiatan   √ 
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BAB  5 

HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI 

 

5.1.Hasil Kegiatan 

Kegiatan pendampingan yang dilakukan pada UMKM Kali Kepiting dilakukan dalam 

beberapa tahap berikut: 

1. Tahap I : Identifikasi Masalah  

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Mei 2023. Dalam dilakukan identifikasi permasalahan 

yang dihadapi UMKM berkaitan dengan perpajakan yang menjadi kewajiban bagi pelaku 

UMKM. Hasil dari identifikasi masalah ini adalah masih banyak UMKM yang belum 

memahami terkait aturan perpajakan dan lebih lagi adanya modernisasi dalam tata cara 

pembayaran pajak. Permasalahan lain adalah mereka belum semuanya memiliki efin 

sebagai persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak dan pelaporan e-SPT tahunan 

 

2. Tahap II: Memberikan  materi terkait pemahaman kewajiban pajak, cara perhitungan 

pajak, cara membayar pajak melalui e-billing dan cara pelaporan e-SPT tahunan.  

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni 2023. Pemberian materi dalam kegiatan ini 

dilakukan secara tatap muka (offline) yang diikuti oleh 13 UMKM. Peserta diberi 

kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan diskusi dengan dosen pendamping. 

 

3. Tahap III Pendampingan Perhitungan Pajak 

Pada kegiatan ini, para UMKM bersama dosen pendamping melakukan perhitungan pajak. 

Dosen pendamping memberikan contoh perhitungan pajak selanjutnya UMKM mengikuti 

langkah perhitungan pajak. Pada kegiatan ini, para UMKM juga bisa bertanya terkait 

perhitungan pajak pada usahanya.  

4. Tahap IV Interview/FGD 

Pada kegiatan ini, dosen pendamping menanyakan NPWP tiap UMKM. Berikut hasil tanya 

jawab dengan UMKM. 

No UMKM Kepemilikan NPWP Profile UMKM 

1 UKM Barokah 

Jaya 

NPWP atas nama 

pribadi 

• Usaha sejak 2021. 

• Produksi minuman timun serut. 

• Produk didistribusikan di SKG Merr, 

SKG Siolla dan PKK Kota. 
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2 UKM Canda NPWP Suami • Usaha sejak 2020. 

• Produksi minuman sari kacang hijau. 

• Produk didistribusikan di SKG Merr, 

SKG Siolla dan PKK Kota, BSI dan 

Soto Cak Har. 

3 UKM Azanik NPWP atas nama 

UKM 

• Usaha sejak 2020. 

• Produksi jagung bakar. 

4 UKM Wiky NPWP atas nama 

UKM 

• Produksi aneka kue (donat kentang, 

rissol, kroket, dan aneka frozen). 

5 UKM Nimels 

Kitchen 

NPWP nama pribadi • Produksi aneka brownies. 

6 UKM ROIS NPWP Suami • Produksi minuman sari kedelai, jelly 

degan dan kue kering. 

7 UKM Mbok 

Yana 

Belum ada NPWP • Produksi minuman sari kedelai, 

kacang hijau, dan bumbu pecel. 

8 UKM 2B 

Kitchen 

Belum ada NPWP • Usaha sejak 2022. 

• Produksi nasi bakar, nasi ayam, dan 

mie pedas. 

• Produk dijual di SWK Mulyorejo. 

9 UKM April 

Coklat 

NPWP nama pribadi • Produksi permen coklat, coklat susu 

dan timun serut. 

• Didistribusikan melalu online dan 

offline. 

10 UKM Snack 

Bunda 

NPWP nama pribadi • Produksi sambel klotok. 

• Didistribusikan di SKG Siolla, BSI 

dan online. 

11 UKM Yeny 

Craft 

NPMW Suami • Produksi di bidang fashion dan 

kerajinan sulam. 

• Produk didistribusikan secara online 

dan offline. 

12 UKM Erinara 

collection 

Belum ada NPWP • Produksi di bidang fashion (baju dan 

mukena serta menerima pesanan). 
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• Produk didistribusikan secara offline. 

13 UKM Mbok 

Yana 

NPWP atas nama 

UKM 

• Produksi keripiki dan aneka nasi. 

• Produk dijual di SWK Mulyorejo. 

 

 

5. Tahap V Saran dan Solusi 

Pelatihan yang masih dibutuhkan para UMKM antara lain pelatihan komputer, pelatihan 

foto produk dan pelatihan video profile UMKM. Para UMKM juga mengusulkan adanya 

bazar sehingga dapat berpartisipasi di bazar tersebut untuk mengembangkan usahanya. 

 

5.2. Luaran yang Dicapai 

Setelah dilakukan pelatihan dengan memberikan materi terkait dengan kewajiban 

UMKM Kali Kepiting di bidang perpajakan, sehingga UMKM memiliki pemahaman dan 

kemampuan untuk: 

1. Mengerti dan paham langkah-langkah dalam membuat NPWP 

2. menghitung laba dan selanjutnya menghitung pajak yang harus dibayar (PPh badan) 

3. mengisi SPT secara elektronik 

4. membayar kewajiban pajaknya secara elektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan pada 

tahap ini, maka rencana tahapan berikutnya pada UMKM Kali Kepiting adalah: 

1. memberikan pelatihan cara pembuatan flyer untuk mempermudah pemasaran secara online. 

2. melakukan pendampingan pada UMKM dalam pembuatan company profile. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian kepada UMKM Kali Kepiting Kecamatan Tambaksari telah 

selesai dilakukan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Para pelaku UMKM Kali kepiting sebagian besar belum mempunya NPWP untuk 

usahanya. Dari 13 UMKM hanya 3 UMKM yang memiliki NPWP atas nama UMKM, 

3 belum memiliki NPWP dan 7 UMKM masih menggunakan NPWP nama pribadi dan 

suami. 

2. Para pelaku UMKM belum seluruhnya melakukan pembayaran  pajak. Hal ini 

dikarenakan beberapa faktor antara lain: rendahnya tingkat penjualan dan terbatasnya 

pengetahuan serta sarana dan prasarana yang dimilikinya. Beberapa UMKM Kali 

Kepiting Sejahtera memiliki omset penjualan yang masih di bawah Rp500.000.000,. 

setahun, hal ini karena kondisi yang dihadapi UMKM. Kondisi tersebut yang 

melatarbelakangi belum semua pelaku UMKM Kali Kepiting Sejahtera belum dapat 

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak UKM 

3. Pengetahuan pajak yang masih minim pada beberapa pelaku UMKM Kali Kepiting  

Sejahtera mengakibatkan UMKM memilih untuk tidak mendaftarkan UKM nya di 

kantor pajak.  

4. Keterbatasan waktu, tenaga serta sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat 

beberapa UMKM untuk mencari info terkait dengan pajak UKM. Selain itu juga 

menjadi faktor penghambat para pelaku UKM untuk mendatangi dan mendaftarkan 

UKMnya ke kantor pajak atau melalui online dengan membuat efin. 

5. Ada Pelaku UKM yang telah rutin membayar pajak dan bahkan produknya telah 

terlisensi oleh BPOM.  

 

7.2  Saran 

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat,yang telah dilakukan, maka saran 

yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Sebaiknya pelaku UMKM Kali Kepiting Sejahtera Kecamatan Tambak Sari saling 

bersinergi untuk kemajuan bersama. Dengan demikian bagi pelaku UKM yang 

produknya belum terdaftar di BPOM ataupun belum mempunyai PIRT bisa menggali 

informasi dari pelaku UKM lainnya. 
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2. Pelaku UKM harus tetap aktif di Paguyupan dengan aktifnya pelaku UKM di 

paguyupan ini diharapkan UKM-UKM akan saling mendukung dan memberi 

informasi saling sehingga  akan produktif dan dapat dijadikan sumber pndapatan 

keluarga. 

3. Tingkat Kreativitas dan inovasi menjadi salah satu tuntutan pasar yang harus terus 

diupayakan oleh para pelaku UKM. Dengan demikian akan menghasilkan produk yang 

berkualitas serta meningkatnya penjualan. Dengan meningkatnya penjualan maka 

diharapkan laba juga akan meningkat. Dengan laba yang meningkat maka pajak yang 

dibayarkan kepada negara juga akan meningkat. Dengan demikiaan akan 

meningkatkan pendapatan negara.  
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